
93 
 

BAB III 

PENUTUP 

a.  Kesimpulan 

1. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemidanaannya sesuai dengan 

pemidanaan pada umumnya, bahwa prajurit dapat di pidana jika 

memenuhi unsur kesalahan. Terhadap kejahatan desersi di masa damai di 

Pengadilan Militer Yogyakarta disamping dijatuhkan pidana pokok berupa 

pidana penjara sesuai ketentuan pasal 87 ayat 2 KUHPM  yaitu penjara 

maksimal 2 tahun 8 bulan dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan 

berupa pemecatan dari dinas militer. Penjatuhan pidana tambahan ini 

berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b KUHPM yang menyatakan:  

ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya 

untuk memasuki angkatan bersenjata; 

 ke-2,Penurunan pangkat; 

 ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama 

pada nomor  ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan militer terhadap 

tindak pidana desersi di masa damai hakim dalam menjatuhkan putusan di 

pengaruhi faktor lingkungan dan faktor pribadi.  

Faktor linkungan menjadi pertimbangan hakim dalam putusan karena 

dalam hal ini anggota militer yang melakukan desersi di masa damai di 

pengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, diantaranya:  keadaan 

keluarga, hubungan percintaan dan kebutuhan ekonomi. Sedangkan dalam 
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faktor pribadi dalam menjatuhkan hukuman kepada anggota yang 

melakukan kejahatan desersi di masa damai hakim hanya 

mempertimbangkan factor pelaku dan perbuatanya, hal ini di sebabkan 

karena perbuatan yang dilakukan pelaku tidak berhubungan dengan korban 

melainkan perbuatan pidana yang berhubungan pelanggaran kode etik 

kedisiplinan yang telah di tetapkan. Pertimbangan hakim yang ditentukan 

adalah sebagai berikut : 

Ke-1 hal-hal yang bersifat meringankan terdakwa meliputi: Terdakwa 

berterus terang sehingga memperlancar persidangan, terdakwa menyesali 

perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa kembali ke 

kesatuan atas kesadaran sendiri dan terdakwa belum pernah di hukum. 

Ke- 2 Hal-hal yang bersifat memberatkan terdakwa  meliputi: Perbuatan 

Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Disiplin prajurit, 

Perbuatan terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di 

kesatuan, perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit 

yang lain, perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana 

(residive) 

b. Saran 

1. Sebaiknya setiap komandan pada kesatuan lebih melihat lagi pribadi 

masing - masing anggota agar mengetahui permasalahan yang dihadapi 

anggotanya, sehingga bisa menekan angka tindak pidana desersi di masa 

damai yang sering dilakukan. 

 

 



95 
 

2. Sebaiknya atasan juga dapat mempertimbangkan izin yang diminta oleh 

anggotanya sehingga prajurit tidak melakukan tindak pidana desersi di 

masa damai dan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam meminta izin 

juga bisa memberikan alasan yang tidak berbelit-belit agar atasan dapat 

memberikan izin. 
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